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'BPK Temukan Anomali

Audit Kasus
Hambalang
Tahap II

JAKARTA - Bola panas kasus
Hambalang terus bergulir. Kali
ini, Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) menemukan adanya
anomaliataukejanggalandalam
proses anggaran pembangunan
pusat pelatihan olahraga atau
sports center Hambalang.

Ketua BPK Hadi Poernomo,
mengatakan anomali angga-
ran tersebut merupakan salah
satu temuan dalam audit Ham-
balang tahap II yang kini ten-
gah dikerjakan BPK. “Kalau
anomali ini dibuka, anda akan
kaget karena sangat mengejut-
kan,” ujarnya saat memberikan
paparan perkembangan audit
Hambalang di Kantor BPK ke-
marin (28/5).

Sayangnya, Hadi hanya bisa
membuat penasaran puluhan
wartawan yang kemarin men-
datangi Kantor BPK. Sebab,
menurut dia, temuan tersebut
tidak boleh diungkap sebelum
seluruh audit tuntas dikerjakan.

Karena menyangkut anggaran,
apakah berarti melibatkan pe-
jabat Kementerian Keuangan”
‘Ini bisa terkait pejabat mana-
pun, sabar saja dulu,’ katanya
diplomatis.

Setelah didesak, Hadi hanya
bersediamemberisedikitbocor-
an terkait ternuan anomali ang-
garan. Mantan dirjen pajak itu
mengatakan, kejanggalandalam
anggaranproyekHambalangter-
kaitdenganadanya pembintan-
ganataupemblokirananggaran.
“AdaAPBNyangdibintangj, tapi
DIPA-nya tidak dibintangi. Ada
pula yang APBN-nya tidak dib-
intangi, DIPA-nya dibintangi,”
ucapnya.

Dalam mekanisme penyusu-
nan anggaran Kementerian/
Lembaga antara pemerintah
danDPR. Kementerian/Lemba-
ga mengajukan anggaran kepa-
da komisi terkait yang kemudi-
an dibahas di Badan Anggaran.
Dalam kasus Hambalang, ang-
garan dibahas antara Kemente-
rian Pemuda dan Olahraga (Ke-
menpora)denganKomisiXDPR.

Setelah ditetapkan di Badan
Anggaran, Kementerian Keuan-
ganakanmenyusun DaftarIsian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
untuk masing-masing Kemen-
terian/Lembaga. DIPA inilah
'yang merupakan implementasi
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Dalam audit Hambalang ta-
hap I, BPK sudah menyebutna-
ma-nama pejabat yang didu-
ga melakukan pelanggaran. Se-
lain Andi Mallarangeng (Men-
pora ketika itu) dan Wafid Mu-
haram (Sekretaris Kemenpora),
BPK juga menyebut Agus Mar-
towardojo (dulumenterikeuan-
gan, kini gubernur BI) dan Anny
Ratnawati (dulu dirjen angga-
ran Kemenkeu, kini wakil men-
keu). Agus dan Anny dinilai me-
langgar aturan terkait perubah-
anpolapembiayaan proyek dari
tahun tunggal menjaditahunja-
mak (multiyears).

Namun, dalam audit Hambal-
ang tahap Imemang belum ada
indikasipelanggaranterkaitpen-
cairananggaran. JawaPoslantas
mencobamengkonfirmasikepa-
da Direktur II Anggaran Ditjen
Anggaran Kementerian Keuan-
gan Dwi Puji Astuti Handayani.

Menurutpejabatyangjugaper-
nah dimintai keterangan oleh

BPKterkaitauditHambalangini,
dirinya masih belum menger-
{i terkait pernyataan ketua BPK
yang menyebut adanya anoma-
li dalam anggaran proyek Ham-
balang. “APBN itu kan undang-
undang, jaditidakbisadibintan-
gi. Yang dibintangi adalah DI-
PA-nya, itu juga karena syarat-
syaratnyatidaklengkap. Makan-
‘'ya,sayamasihbelumfahamden-
gan maksud BPK,"ujarnya.

Menurut Dwi, pembintangan
atau pemblokiran anggaran ter-
kaitdengankelengkapansyarat-
syarat. Misalnya, persetujuan
antara Kementerian/Lembaga
dengan Komisi terkait di DPR.
Jika syaratnya belum lengkap,
makaanggaran dipastikan tidak
bisa cair. “Kementerian Keuan-
gan sangat ketat dalam hal ini,”
katanya.

Tapi, apa mungkin anggaran
yang DIPA-nya masih dibintan-
gi tapi anggaran bisa cair” “Bisa
saja,’ jawabnya. Dwi menyebut,
untukkasusyangdemikian, ang-
garan masih bisa cair jika terkait
dengan belanja pegawai mau-
punbelanja operasional. Sebab,
jika anggaran tidak cair, maka
pegawai tidak akan menerima

gaji dan operasional terhenti.
“Anggaran untuk proyek multi-
yearsjugabisacair,syaratnyaha-
rus ada komitmen persetujuan
dengan DPR,” jelasnya.

Selain anomali anggaran, lan-
jut Hadi, BPK dalam audit tahap
11 ini fokus pada upaya penghi-
tungan potensi kerugian negara

Priyo: Yang|
Tanggapi Santai

Keterkaitan
Kasus Alquran

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pri-
yo Budi Santoso akhirnya angkat
bicara terkait penegasan sejum-
lah pimpinan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi atas indikasi keter-
libatannya dalam kasus korupsi Al
Quran di Komisi VI DPR RI. Pri-
yo menyatakan bahwa dirinya se-
benarnya tidak merasa tergang-
gu dengan penyebutan itu, karena
pernyataan itu dianggap Priyo bu-
kan merupakan keterangan resmi
lembaga KPK.

“KetikaitukanpakBusyrojugadi-
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dari proyek Hambalang. Namun,
BPKmasihmenungguhasillapo-
ran dari Kementerian Pekerjaan
‘Umum (PU) selaku kementerian

- teknisyangmengerticarapenghi-

n, lan-
- tahap
enghi-
negara

tungannilai proyek. “Kamisudah
ketemu dengan Menteri PU pada
17Februari 2013 lalu, tapi sampai
sekaranghasilnyabelumselesai,”

ucapnya.

Menurut Hadi, hingga saat ini
BPK sudah meminta keterangan
sekitar 82 orang yang terdiri dari
pejabat eksekutif, anggota DPR,
hingga pengusaha. Lalu, kapan
audit tahap Il ditargetkan selesai.
“Tentu, kami berharap secepat-
nya,” ujarnya. (jpnn)
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